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PAKTA INTEGRITAS
Saya yang banandﬂ tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Syarif, 5.4g..MA
Jabatan : Rektor IAIN Pontianak
Alamat : JI. Sepakat Komp. Villa Sepakat D.18, RTO02Z/RWO001, Kel. Bansir

Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov.
Kalimantan Barat.

Dalam rangka Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS,
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), gratifikasi,
dan politik praktis:

2. Akan melaporkan kepada Direktorat Audit, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko
BAZNAS apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses kerja sama ini
melalui alamat email pengaduani@baznas go.id:

3. Akan melaksanakan proses kerja sama secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja ferbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata, dan/atau
dilaporkan secara pidana.

Pontianak,
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Prof. Dr. H. Syarlf, 5.Ag. MA
Jabatan ! Rekior |1AIN Pontianak
Alamat v JI, Sepakat Komp. Villa Sepakat D18, RTO02/RWO01, Kel. Bansir

Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov.
Kalimantan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan
material atas penerimaan dana Beasiswa Cendekla BAZNAS dan akan
bartanggungjawab mutlak terhadap dana yang kami terima sesuai dengan ketentuan
syarial Islam, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan BAZNAS.

Apabila di kemudian harl diketahul terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan/atau
tidak sesual dengan rencana penggunaan, maka saya bersedia menerima sanksi
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan baermeterai cukup untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) PONTIANAK
TENTANG
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS

NO. PIHAK PERTAMA  : 381/PKS/BAZNAS/10/2026
NO. PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima
(13-10-20258), kami secara bersama-sama bersepakal untuk membusat dan
meanandatangan: Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh:

l.  BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), lembaga pemerintah
nonstruktural yang didirnkan berdasarkan Undang-Undang Momor 23 Tahun
2011, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BAZNAS, JI. Matraman
Raya Mo. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini
diwakili oleh Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.5i., dalam kedudukannya selaku
Deputi N, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Badan Amil Zakat
MNasional, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua
BAZNAS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokuman
Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, untuk selanjutnya disebut
sebagal “PIHAK PERTAMA",

Il. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK, adalah Perguruan Tinggl di
lingkungan Kementerian Agama yang puluskan berdasarkan Peraturan Prasiden
Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Pontianak menjadi menjadi Institut Agama Islam MNegerl Pontianak,
berkedudukan dan beralamat di JI. Letjend Supraplo No.14, Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Sel, Kola Pontianak., Kalimantan Barat, dalam hal ini
diwakili oleh Prof. Dr. H, Syarif, 5.Ag., MA dalam jabalannya selaku Rektor
berdasarkan Kepulusan Menteri Agama Republik Indonesia MNomor
023321/B.IW3/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 dalam jabatannya tersebut
berindak untuk dan atas nama Institul Agama Islam Negeri Pontianak
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjulnya disebut

sebagai “PARA PIHAK", dan secara masing-masing (secara sendiri-sendiri) disebut

sebagal “PIHAK" dan unluk selanjutnya Perjanjlan Kerja Sama ini disebut

“Perjanjian”. PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan hal-

hal sebagai berikut:

a. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah nonstruktual yang
bertugas melakukan pangelolaan zakat secara nasional.



b. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi di Bngkungan Kementarian
Agama yang putuskan berdasarkan Peraluran Presiden Nomor 53 Tahun 2013
tentang Perubahan Sekolah Tinggl Agama |slam Negeri Pontianak menjadi
meanjadi Institut Agama Islam Neger Pontianak.

c. Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyetujui diadakan kerja sama ini berdasarkan
Internal Mema MNomor B/DPPD-DPDS/222/KD.02.06/VI2025 tanggal 19 Mel
2025 perihal Permohonan Arahan Proses Perpanjangan Kerjasama dengan
Mitra Kampus Existing 113 Kampus BCB Dalam Meger dan 49 Kampus BCB
Mahad Aly dan kampus Mitra Baru.

d.  Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan
bangsa, PARA PIHAK mempunyai komitmen uniuk memberikan bantuan
keuangan dan pengembangan diri kepada mahasiswa yang berprestasi secara
akademik, aklivis sosial kemasyarakatan, atau memiliki karakter wirausahawan,
namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan
parsyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebul di atas, maka PARA PIHAK dalam kedudukan
sebagaimana dimaksud, sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan
ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa dan
pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat PIHAK
KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini, untuk
selanjutnya disebut sebagai "Pesarta Beasiswa”

2. Bantuan dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berupa biaya Uang Kuliah
Tunggal (UKT), biaya riset (jilka ada), bantuan dana prestasi (jikka ada), dan
pemiinaan melalui Mentor yang dipilih oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini.

3. Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

4. PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada Peseria Beasiswa paling
sedikit 10 {sepuluh) mahasiswa 51 dalam satiap periode atau dapat ditambah
apabila terdapal dana alokasi yang dapat dioptimalkan melalui kesepakatan
tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Jumlah Peserta Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, terdirl dari
Peserla Beasiswa dan Peserta Beasiswa Pengganti, apabila terjadi pargantian
Peserta Beasiswa karena mahasiswa tersebut telah lulus, meninggal, dan |ain-
lain, sesual dengan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

6. Pemberian beasiswa beriaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari
beberapa jurusan atau program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan
katagori yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA setelah berkoordinasi dengan
PIHAK KEDUA,



Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan
sebagai barikut

d.

b.
N

Mahasiswa aktif S-1/04 reguler dan sedang menjalani semester 5 (lima)
saat menerima beasiswa;

Baragama |slam;

Lisia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima
beasiswa;

Memiliki indeks Prestas) Kumutatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4},
Mempunyai pengalaman melaksanakan akfivilas sosial yang memiliki
dampak kebermanfaatan bagi masyarakal dan lingkungan;

Tidak sadang menarima beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status
ikatan dinas darl lembagadinstansi lain;

Bersedia mengikuli dan aktil berpartisipasi pada semua kegiatan yang
dibarikan dan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan

Tidak terlibal tindak pidana selama mendapatkan beasiswa dari PIHAK
FERTAMA.

PASAL 2

DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DANA

PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa berupa subsidi Uang Kuliah Tunggal
(UKT), bantuan bizya riset dan bantuan dana prestasi, unluk paling sedikit 10
(sepuluh) Peserta Beasiswa 51 dalam 1 (satu) periode selama 4 (ampat)
samester dengan rncian sebagal berikut:

Untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan nilai penyaluran paling
banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semasier per
Peserta Beasiswa, dengan rincian:

Mo. | Keterangan | Jumiah | Jumilah ~ Biaya Per
Peserta Semaster Semester
=k - Beasiswa S,
1. Pariode Tahun |
- _EﬂEﬁ—EﬂgE_ e s li] o Sﬁpdl.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂl
2. | Perioda Tahun
* | as o 210 4 < Rpd,000.000,00

| Ketentuan penyaluran dana Uang Kullah Tunggal (UKT);
1) Disalurkan setiap semester kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan
invoice Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikeluarkan PIHAK
, KEDUA dan melampirkan informasi prestasl akademik Peserta
Beasiswa;
2)  PIHAK KEDUA mengirimkan Invoice biaya Uang Kuliah Tunggal
(UKT) Peserta Beasiswa dan Laporan pelaksanaan program
kepada PIHAK PERTAMA.




b, Untuk bantuan biaya riset dengan nilai penyaluran paling banyak sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah) per Pesarta Beasiswa sasuai
persetujuan dari PIHAK PERTAMA setelah Peserta mengajukan proposal
selama masa penerimaan beasiswa, dengan ketentuan pendistribusian
dana sebagai berikut:

1)  Peserta Beasiswa sudah memiliki draft proposal penelitian;

2) Paserta Beasiswa atau kolektif melalui PIHAK KEDUA meangirimkan
sural permohonan banfuan riset dan proposal risel Paserta Beasiswa
yang sudah disetujui oleh pembimbing.

c. Untuk bantuan biaya prestasi dengan nilai penyaluran per Peseria
Beasiswa sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA satalah Pesarta
mengajukan proposal selama masa penerimaan beasiswa, dengan
ketantuan panyaluran dana sebagai berikut:

1} PIHAK PERTAMA menyetujui proposal yang diajukan oleh Peserta
Baasiswa;

2] PIHAK PERTAMA akan mengirimkan biaya prestasi ke nomor
rekening milik Peserta Beasiswa yang dicantumkan dalam proposal
atau langsung ke rekening penyelenggara kegiatan.

PIHAK PERTAMA menyalurkan dana dengan cara transfer kepada PIHAK

KEDUA, meliputi biaya subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya riset,

dan subsidi biaya prestasi Pesera Beasisws melalui PIHAK KEDUA dengan

cara transfer pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berlkut:

Bank : BANK S5YARIAH INDONESIA (BSI)
Nomor Rekening  : 4567676768
Atas nama : RPL 042 PS IAIN PTK UTK OPR

Segala biaya yang muncul akibat Perjanjfian inl menjadi tanggung jawab PARA
PIHAK

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a.  Melakukan publikasi dan verifikasi bersama PIHAK KEDUA mengacu pada
persyaratan yang diatur di dalam Parjanjian ini.

b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Peseria
Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

e, Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik tarhadap pengelolaan
program beasiswa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai
dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan,

d.  Menyalurkan pembayaran uang beasiswa kepada masing-masing Peserta
Beasiswa mealalui rekening PIHAK KEDUA.,

8. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Peserta Beasiswa
dengan tujuan edukasi kebljakan dan pembentukan dan/atau
pengembangan komunitas Peserla Beasiswa yang pelaksanaannya
dilakukan melalul kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

f. Menerima laporan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA ssbagaimana
kesepakatan PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

a. Bertanggung jawab dan melakukan proses seleksl terhadap calon Peserla
Beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan
yang diatur dalam Perjanjian ini.

b.  Mengajukan secara terlulis daflar nama mahasiswa calon Peserta
Beasiswa, Penggantl dan Peserla Beasiswa yang lulus maupun Pesarta
Beasiswa yang belum |ulus sampal dengan berakhirnya jangka waktu
pamberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

€. Manyampaikan laperan perkembangan studi (indeks prestasi) dan kegiatan
pembinaan masing-masing Peserta Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA
satiap semester,

d.  Memberikan data riil Uang Kuliah Tunggal {(UKT) para Peserta Beasiswa
saliap semesternya kepada PIHAK PERTAMA,

@ Memilih menior sebagal Pembina dengan ketentuan dari PIHAK
PERTAMA.

f.  Mendistribusikan dana beasiswa kepada Peserta Beasiswa,

g. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pertemuan
umum dengan Peserta Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan
pembentukan atau pangembangan komunitas Peserta Beasiswa.

h.  PIHAK KEDUA membaniu proses pembarian izin tertulis kepada Pesaerta
Beasiswa untuk [kut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan olah PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan
jrdwal parkuliahan Peserta Beasiswa dan izin tertulis dan fakultas-fakultas
Peserta Beaslswa,

| Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan

sebagal wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Peserta Beasiswa,

Meampublikasikan program melalui media online dan/atau media offline,

Memberikan laporan pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA.

=

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Terlepas dari tanggal penandatanganan dokumen ini, Perjanjian ini berlaku
terhitung mulai tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 22 Juli 2027.
Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat
diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA tarhadap PIHAK
KEDUA.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini, maka dengan berakhimya |angka waktu
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan berakhir demi
hukum tanpa pemberitahuan lerlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK
KEDUA.

Dalam hal terdapat Peserta Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian
beasiswa sebagaimana dalam Perjanjian atau melabihi B (delapan) semaster,
maka pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa bersangkutan dihentikan.



Dalam hal Peserlta Beasiswa melanggar ketentuan dan syaral yang telah
ditelapkan olsh PIHAK PERTAMA dalam jangka wakiu pemberian beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Peranjian, maka pemberian bessiswa kepada
Peserta Beasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan ofah
mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan setelah mealalui kesepakatan
lertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,.

Peanggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhimya jangka wakiu pericde
pemberian beasiswa kepada Peseria Beasiswa yang digantikan.

PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
mahasiswa calon Peserta Beasiswa maupun penggantian sebagaimana
dimaksud dalam Parjanjian,

PASAL 6
EVALUASI, MONITORING, DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi,
monitoring, dan pelaporan program dengan ketentuan-ketenluan vaitu sebagai
berikut;

1.

Bow

PIHAK KEDUA wajit melakukan pendistnbusian dana beasiswa kepada Peserta
Beasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana tersebut diserahkan cleh
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3
(tiga) bulan setelah dana tersebul diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.,

Format pelaporan penggunaan dana akan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA menyampaikan laporan dengan melengkapi data berikut:

Daftar Nama Peserta Beasiswa;

Akad Peserta Beasiswa;

Dokumen informasi Indeks Prestasi Peserta Beasiswa;

Bukti distribusi SPP/UKT, biaya riset {jika ada) dan biaya prestasi (jika ada),
kepada Peserta Beasiswa dilengkapi oleh tandatangan Peserta Beasiswa
atau bukti transfer ke rekening Peserta Beasiswa (jika menggunakan opsi
transfar);, dan

@. Dokumentasi pemberian beasiswa (jika pencairan tatap muka/langsung).
PIHAK KEDUA dapal berkoordinasi dengan mentor untuk memastikan halk-hal
yang ada di dalam Akad yang telah ditandatangani cleh Peserta Beasiswa berjalan
dengan baik.

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian beasiswa kepada Peseria
Beasiswa PIHAK KEDUA, selelah hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan tidak
sesual dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

gl L0



FASAL &
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyanggupi urtuk menyimpan kerahasiaan Perjanjian ini, senwa
syarel-syarat, dan ketentuan-keltentuan o dalamnya sera informasi yang
diznggap mahasia yang diungkapkan oloh maslag-masing PIHAK selama
polaksanaan, PARA PIHAK, tanpa persotujuan tertulis tedsbih dahulu dari
masing-musing PIHAK tidak akan memperlihgtkan atay  membertahukan
Infarmasi Rahasia tersebul kemanspun kecuall adanya parselujuan atau izin
tertulis dari PARA PIHAK tarlabih dahulu ateu alas dassr ketentuan hokum yvang
bearlaku Atsy atas parmintaan instans! yang berweanang dan relevan stau hal-hal
tersabut tateh menjadi informasi yang dapat dlaksses oleh pubiik {public domain),
Klausul kerahasizan akan bordaku dan mangikal PARA PIHAK sojak borlaky
afekifya Perjanjian ini dan akan tetep bertshan dan betfake sampai dengan §
thrag) lakun selelah Parjanjian sni berakhir,

Datam hal salah saty PIKAK lalai atau metanggar uniuk mematuhi kewajibannya
unlek menjaga kershaziaan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka PIHAK
larnnya dapal mengakhini Perjan[lan ini sesuai dengan ketantuan dalam
Parjanjian ini, disamping PIHAK vang 12l2i akan bortanggung jawak 8las segala
luniutan darl PIHAK lannya yang dirugikan lainnya diluar Pefanjian.

PASAL T
LARANGAN

FARA PIHAK mentyatakan bahwa PARA PIHAK lelah mengetahui =eluruh
pocraturan perundang-undangan tenlang larangen Pemberian Gratifikasi, Anlj
Nepotlsme, Anli Penyuapan, Anti Koempsl, Anti Pencucian Llang Dan
Fencegahan Pendanaan Terorlame dalamm seliup transaksi bisnis dan kedislan
pany dilakykan sehubungan dengan Parjanjian ini, dan Gdak akan melakukan
ndakan agapun yang mungkln mefsnggar Feraturan mengenal larangan
Pembenan Grafifikass, Anli Mepolisme, &ntl Penyuvapan, Ani Korepsi, Anti
Pencucian Uang Cran Pencegahan Pendanaan Teroris me.

PARA PIRAK manyalakan behwa PARA PIHAK felah mengetahui saluruh
peraturan perutdang-undangan dan poraluian peleksanaan yvang diterblikan
olah Bank Indonesia dan Ctoritas Jasg Keusngan mengenai anti poncucian
dahy <fan pencegahan pendanaan 1erariame.

PARA PIHAK menyatokan bahwa tujuan Perjanjian ini dan setlap ransaksi
bisnis dan keglatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak
akan relakukat Nndakan opapun yang mungkin malanggar peraturan
perundang-undangan serla peraleran  peleksananys  berikut  Pemberian
Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Knrupsi, At Pencucian Llang
Dan Pancogahan Pendanaan Terorismea.

Apablla salah sald P/HAK gagal uniok maemalybi selisp ketentsan dari
Ferjarjlan ini (terlepas darl ukdran, sifal atau silat materhl dan pelanggaran
tersebul), kegagalen lersebut akan dianggap sebagal pelanggaran materiil
Ferjianjian [nl dan satelah kagagalan tersabut, £3ian aatu PIHAK berhak untuk
mengakhiil Perfanjlan ini dengan pemberitahuan tertolis kKepada PIHAK
lainnya,



n

Mazing.masing PIMAK harus memenuhi, dan harus memasiikan babwa
masing-masing dari peminpin. pemilik. pemegang saham, pe@bat, dicaksi
Karyawan yang mematubi. semua paraturan penondang-ondangan paralorsn
perundang-Jndangan  scra  peraturan polaksananya  barikol  mengena
larangan Famberian Gratifikasi, Anti Nepolizme, Anti Panydapar, Arh Kornps,
Anmti Fencucian Lkang Dan Pascagahan Pardangan Teransmea dalam sehap
transakai bisnis dan kegiatan vang dllakpkan senabungan dergan Perjanjian
1.

PARA PIHAK menamin bahwa tifak satu pun personl masing-Tesmno PIHAK
lelah atay akan mensrima kooms atad keottungan bdak zan lainnya baik
angsung maupun tidak 1apgsung dari Pananian im. PARA PIHAK menyetujLi
sabwa pelanggaran syarat ini mervpakan pelanggersn yang mendasar
leradap Parjanjian ini.

PARA PIHAK berkewajiban unluk  merolak  segala bentuk Gratifikasi,
Magetisre. Penyuagan. Korups!, Pencucian Uang dan Perdanaan Taroresme
dalam seliap tranzaksi bisnis dan kagiatan yang dilakukan sehobungan dergan
Perpan,ian iri.

FIHAK KEDUA dan dilarang manggunakan dana yang telah disalurkan oleh
PIHAK PERTAMA sazuai dengan Ferjanjian int untuk nal-hal diluar program
Keria Sama yang lelah ditentukan dalam Parjanjan i

FPARA PIHAK dilarang mengal’hkan Aak dar kewajiban berdasa«an Parjanjan
Ini, bwik sebagian maupun seluwuhnys. kepada pihak lainfnya selama
berlangzungnya Perjanjian i, lanpa persetijuan tertulis sebelumnya dari
PARA PIHAK

PASAL B
WANPRESTASI

Salsh satu PIHAK dapat dinyalakan wanprestasi ketika PIHAK iersesor
gagalialai dalam meaksanakan kewagjibannya sezuai dengan kelenlyan yang
thalur dalarr Perjanian .
Apabila salah satu PIHAK Tdak dapat memenuhi kewapban-kawapban yang
lercznturn dalarm Parzo)lan ., maka PIHAK fainnya barbak waetuk fermasuk
namun idak terbatas pada.
a menerima pemahhan kamgian baik beropa maleril atau imaleni', atas

kelalaia yang dilakukan olen PIHAK |3 nrya;
b munerimaslariikasi dan pengakuan tanggung jawab alas kelalaian masg-

masing FIHAK:
C. manyalakan PIHAK [air tidak Lerlanggung jawsb olas kelalaian yang

di-akukan saah satu PIHAK
P2muliban sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas tidak rmenghapeskan hak
FIHAK lain urtak mensz’| permulihan lain sesuai dangan hukom yang sarlaku.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menjamin bahwa pornyalaan-painyaiasn torsobut dibawah e adalgh
benar dan tidak dirokayasa atau dibuai-buat sehirgga isimea idax menyesat<an:

1.

FARA FIHAK dalzim perignjian s semata-mata antuk kepeaslingan sosial yang
serlandasian iktkad Baik.
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Ferjarjian ini sacara sah ditandatangani dan disampaikan zleh pajabatl yang
berwenang dari masing-masing PIHAK =&hingda merupakan kewajinan yand
can rengikal secara hukom.
PIHAK MKEDUA bukan merupa<an lembaga bersfiliasi dengan oigansss
daniatay aifilas-akiifiras yang moemngarab pada leronsme dan bodak pidans
lminnya dicukikan sccara Yertulis calam sural parnyataan.
PARA PIHAK adalah suatu badan yang didirkan gacara seh menunad kelentuan
hukum dan peratyran pardndapgan yang berlaku di Repeblik Indonosia sarta
hdak dalam keodaan dibubarkan atad snembubarkan di. PARA PIHAK tdak
akan mengutah status hukurn,
Masing-mesing PIHAK teak lerbbal dalam sengkela, atau ‘erdapal proses
persidangan atau proses penyelesaian sengksdy [ainnys, 8lau dalam koadaan
yang dapal manimzulkan sangketa yang fdapal mempengarahi kemampuan
masng-masing PIHAK unidk malaksarasan dan me-natuhi kewsjibannya
berdasarkan Peranjian ini.
PIHAK KEDUA ticak ocerah atan idak sedanp dalam s tuas yang menyvebabkan
hdak cakap atad ‘orhambat bk secara adiminishas dan'alag hokom dalam
mensrma kowa inan-kewsiban yang lertutis pada Parjen jar iri
Masing-masing PIHAK bantkad baik (pood feifh) dalam Ral  mernbual
menandatangani, dan dalam melaksanakan Pananidlan i,
FARA FIHAK akan mer)jaga, memparlahankar keberadsan hak mena ankan
JEANANYA secard benar. efisien monuru: kebiasaan. memelihara semua miknya
dalam keadaan kelayacan <efa dendgan bak dari wakic ke wakle melgkukan
geniud perhaikan  pembatarean,  penggantian,  peningkalan  dipedukan,
gphingga  usana wang dija'atkan dapal dilakokan  secara senar dan
manpunlungkan pada setiap waklu
PARA PIHAK dengan uni menamin Akan melaksanakan seluruh ketantuar dan
kewajiban dari masing-masirg PIHAK baix kewaiban vang telab disepakati dan
lernyala secard Wyat calam Pensnjian ini madpon kewajiban yang disyaratkan
dalam poraluwian perundang-undangan yang berlaku sehubaigan dengan
pclaksanazas Penarpan ini dengan perut langgung jawab {profesionall dan
dengan llandasi olan ilikad baik, termasuk tapi lidak terbatas untuk nengambl
atau malaksanakan sagala tiagaks diarggap perly untuk dapat memgerlakukan
Ferjanpan ini secara hukum.
Nalam mengambil kepulusan sehubungan dengan Fal-hal sabagmimana terschut
dalam Ferjanjian ini, PARA FIHAK akan melzkukannya dangan penuh kenat.
:illi-;aﬂ duly of care and lovally] deTi untuk kezentingan yarg te-haik bagi PARA
AK
FARA PIHAK tolah cukup memenami berbagai perataran dan kewajiban normatif
lainmya yana terkail fen meme ok selutun ketenlasn dan peralyvran perendang-
undangan. termasuk mempertimbangkan best grachee {praktek yatg lazim
dilakukan), yang tipandang perlu.
Selap periyalaan dan jaminan arsecat di 3ias dibuat dengan aehenar-
benharrnya, tanzay menyomosunyian fakla dan hal material azapun.
seuEp permyalaan dar janunan lersebul di atas adalah benar dan gkan tetap
berar alau akural dan dipatuhi sasma berlakunya Pangangiare in.
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PASAL 10
FORCE MAJELIRE

‘Force Maeore” adalab suatu ataw iangkeian sejpdiar yang timbol o luar kuass
salah  satuy PIHAK  yang mempengaiuhi pelaksanasn  syaral-syaral  dan
kalenluan-ketentuan yang dialur dalem Perjanjian ini, dimana PIHAK lerschut
hrlak dapat malaksanekannya, termmasuk letapi tidak lorbatas pada Kebakaan,
4. Bencana alam dan Fardami,

. Embargo, pemoankan alag masalah serhurghen lainnya:

. Porang, hum hara, pamberontakan. kerusuhan sipil;

d Anarki, eptdarni, sabatase:

e Kabijakan Pemenntan yang secara resmi boerkaitan langsung dergan
palakeanaan pakerjzan ini;

. Hal-hal b yang secara wajar tidak dapal dlbindan karena berada diluar
kamarpuan PARA PIHAK. zohingoa salab saty PIHAK atou PARA PIHAK
hdak dapst melaksanzkan hak dan kewapbannys: atau

g Jumlah pangumpulan za<at PIHAK PERTAMA turun socara sigrifikan
sehingga Iwlak dacat malaksanskan kewsjibznnya dalam  melakukan
pambayaran.

=erty hal-hal lair yano sacara waar tidak dapst dibindsri karena berada dioa

tamampian PARA PIHAH, sehingga srlah aatu PIHAK atau PARA PIHAK {idak

dapal melaksanakan Ak dan kewsjibannya.

PIHAK yang mangalam Force Mageure tidak dasat dipartanggung jawabkan atas

sagala sesuat alba! yang urmbul karena sualy keadaan yapg dianggap Force

Maaure,

Apabila larjadi Force Majeure, maka PIHAK veng terkena Force Maigure Farus

membanlabikan secara resmi dan lerlulis kepada PIHAK ainnya salambat

larmbaatnya 7 (Tujub)y Hari Kalanger tartrtung sejak terjadinya Force Majeurs,

Agabila calam wakiu selamsat-lanhatnya 7 iTujub) Hari Kalknder sejak

diterimanya pemberitzhivan tersebul tidak ada tanggapan dar PIMAK vang

meerina sembentatuan maka adanya Foroe Marewre tersebul dianggas telan
diaatujui.

PASAL 11
SANKSI

Dalar tenggang waktu Panangan ini jika PIHAK PERTAMA mensmukan
kelalaian, wanprestasi alan -rd:kase lindakan pidana lainnes pada PIMAK
KEDULA maka PIHAK PERTAMA akan mengakmri Peranjian yang islah
dizopakar’, dan PIHAK KEDUA wajib mengambalikan dana yang 1elsh disepakaii
kepada P|HAK PERTAMA temiasuk biaya-twaya yang telah dikeluarkan cleh
PIHAK PERTAMA vang borkaitan dangan Program sampai dengar. tangnsl
beakbornya Pefqanijiar 11i.

Apabila bd=k ada iikac baik das PIHAK KEDUA untLk mengembalkar dana
Sesudi dengan yang lelah disepakab dalam Parjanjian ini dan biaya-baya lain
yany bimbol dari programe iai, maka PIHAK PERTAMA akan merrulussean
Puo:janjizn dan melakyhan upaya hukum sesuai dengar kateniuan yang diator
calem Perjamjan in.
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PASAL 12
HURLUM YANG BERLAKLU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Farjanjian ini distur dan divafs rkan sesuai dengan hukum yang barlako di Negaa
Fepubhk Indoreals.

fpakbila terjiadi persefizihan atau porbedaar pendapal yang disehabkar atau
yarg imoul sehubangan dangan pelaksanaan Paranpan tni (“Sengkeda’), maka
PARA PIHAK scpakat akan manyelasaikan secard Twsyawarah uniuk mufakat
atal malakukan langkah-langkab damar melaldi rrusyawarah mufakat sejak
ITUncul iy Seng ke,

Apaziia calam karan wakta 33 {Tiga Puluh Ran Kalender sejak petyelesaan
s9CHrA damai sebagdimana drmakswd padys ayel (21 gagal, maka PARA FIHAK
sapakal urtuk manyeesaican Iehges’a melalgi Pengadian Agama Jaksris
Tirmr

Calam hal PARA PIHAK. sedang daam oroses wenyelessian perselisinan
sebagainrana dirdksud pada ayal (2) atau ayal [(3) Pasal ini, PARA PIHAK tetap
melaksanakan kewapbannaya kacuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

FASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhirar Par anpan waib idabulli dengan pembsarntatioan leduhs darf salah
saty PIHAK kepada PIHAK lmirnyn dalom tanggang wakly 20 F.ga Pu-un) Hari
Kalender sebelum 1anggal semJtusan yang dikeha ki,

Salak saty PIHA&K terhak untuk mengakhirn Feranen dzlam hal PIHAK lainnya
lalai. wanpieslase alau melangoar urtuk memenuni kewajiban-kewagibanys
dalam Penanpan ani daq tdak melasukan tndakan panulinan '@lau miemolq
kegatan pemulihan) setelah diberican 2 (Dova) kad sura: peringatan dengan
jangka waklu masihg-masing sural peringatan adalab 7 [Tujuh) Han Kalender.
Fonampar mepjadl cerakbie dengan serodinnya, daem hal PIHAK KEDUA
dinyalzkan paint oleh FPutusan Pangadlan yeng berwenang alau be-asda dalam
keadaan ponundaan kewaibsn pembayaran warg ataa Widak fagi dapatl
ma zksanakan Feranpan im berdazarkan ketentuan husum yang berlak ..
Sehuburgan  dengan Perjanmian ni. PARA PIMAK  sepakal  wniuk
megesanpingkan ketettuan Pasal 1766 con 1267 Kiab Undarg-Undang
Hukum Perdala yang mersyaratkan o periokannya Putusan Badan Peradilan
Apapun untuk mangakbn Peranpan i

kewapban PARA PIMHAK yang islah dilaksanakan letage Fakaya  belam
dizelesaikan cada saal peTulusan sebagaimana dimaksud Pasjanjisn. w1asih
wiap berlangsang dan wwnduk pada ketenluan-ketertuar yang telah disepakah
dalarm Parjarpar samooi dengan diselesakan cleh PARA PIHAK
Masihg-masing PIHAK dan cara pengganti hasnya beriak  menikmati
sepenybnyd samua kedantungan dam waph ierikat oleh =omoa ketenluan dap
Syara-tydral de dalarm Porangian ni



PASAL 14
ADENDUMAMAMNDEMEN

Hal-hal lzin yang mung=ir tirrbul dan belum tercakup dalam Perfanjian ini dandatau
parubahannya akan diatur kemodian dengar perseujuan torulis PARA PIHAK dan
akan dilvangkan dalatn bentuk aderdoTsmandemen alas Perjanjien ini yang
merupakan cagian dan manadi sall kasatuan yarg tidak tepmsanken dan Pacanpan
ini.

PRSAL 15
HKORESPONDENSI

1. 3Sebap peTbarilahuan danfalau koressondersi yang wajh slau perlu dilaku<an
cheh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibvatkan
secarg tartul:s dan diserakkan langsung alao dikirimkan melalui pos tercatat oleh
aalah satu PIHAK ke alamal baeiko;

a. Beaslzwa BAZMAS
Alarmat . Jl KMatiaman Raye Mo 1. Kb, Manggis, Kec.
halramen, Kota Jakara Tanui, Dagrah Khrsas
Ibikota Jakarta 13150

L - DA 390 4555

Contact Person : Admin Beazigwa BAZNAS
Handphorne v DE13-1517-5505

Email o ihbhi@beggicws boznas. go.u

b. institut Agama {slam Megeri Ponlianak
Al A e o Jl Latjend Saepraplo No19 RT/EW 0334 Kal.
Benua Malayu Darat, fec. Pontianak Sclatar.
Keta. Ponliansk Kalimantzn Barat 78122

Cortact Farson . Agdmin Beasiswa BAZMAR
Hanghoog . 0856-5493-0380
Ematl . beEsiswaliaiplk? 02 3Eamail.com

2. Selmp pemberitahuar vang disampalken dianggap 1elan diterima:

8. Jika disampakan langsung yailu zada saal diterima yamg d-bustikan
dannan tanda lenma; atay

B, jika melalui sutat tercatal atau jasa pos, yatu pada hari ketiga solelah
dikirimkan yang dibukiikan dengan fanda terima; atau

o k& reelalui fassirile yalo pada sazl transmisi dinyatakar bernasi (dangan
melakukan Kanfirnasi kerads penerimanya melatui telepon  selelzh
iranszmisi dinyatakan borhasil). atau

o, prka mel@lui omail, yaitu pada saat email terkirim {dengan melakuke
konfirmasi kepada pena’imanya malawi leleson setelah email terkirim].

1. Perubahan ponggunaan alamat, kalepan, taksimil, dan email oleh masing-masing
FIHAK dalam Paqanlan inn nares diberitahukan sekurarg-kurangnya 7 Tojubg
hari  s&balurn dilakukan  parubahan,  sehingga  segala  keterlambatan
pembertabuan perubahan madyad tanggung jawac sepenuhnya PIHAK yang
malakukan perubaban lersebul.

1z



FASAL 16
LAIN-LAIN

1. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjangian ini yang menyatakan atau ditafzirkan
untuk membentuk suatu hubungan agensi, persekutuan, hubungan afiliagi atau
subsider, joint venfure atau hubungan kerja antara PARA PIHAK, dan PARA
PIHAK (i) secara legas menyangkal hubungan tersebut, (ii) sepakat bahwa
masing-masing PIHAK bertindak secara sendiri-sendin sebagai penyedia jasa
independen, dan {iil) sepakat bahwa masing-masing PIHAK tidak memiliki tugas
dan tanggung jawab terhadap PIHAK lainnya atau tugas lain yang tidak
disebutkan secara tegas dalam Parjanjian ini. Tidak ada masing-masing PIHAK
yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai agensi untuk menanggung
rewajiban apapun alas nama pihak kain atau afiliazinya,

2, Peranjian beserta segala lampiran-lampirannya mewakill seluruh kesepakatan
di antara PARA PIHAK yang berkepentingan dan membatalkan serla sebagai
pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya
antara PARA PIHAK yang berhubungan dengan Parjanjian inl.

3. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara
mufatis mutandis berlaku dan menjad| satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian
Ik,

4. Kesalahan ejaan kata (miss-spelling) balk satu kata atau lebih dalam Perjanjian
ini tidak menggugurkan Perjanjian Ini, kesalahan &ja tersebut harus dibaca dan
diterjemahkan sesuai dengan maksud dari PARA PIHAK.

5.  Perjanjian ini mengikal PARA PIHAK. pengganti atau penerus hak masing-
masing PIHAK, dan masing-masing PIHAK diwajibkan untuk menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam hal terjadinya penggantian
penerus hak darl masing-masing PIHAK.

Cemikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan
sadar, sehal lahir batin tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain, pada
tanggal sebagaimana tersebul di awal Parjanjian, dibual dalam rangkap 2 (Dua) dan
barmeterai cukup yang masing-masing PIHAK memegang salu eksemplar dan
mempunyal kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

P AN gy 1§ PIHAK KEDUA,

FANC DA IS0
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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) ABDUSSALAM
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: B-141.1/In.15/HM .01/01/2025

NOMOR: 005/14/STEI-ABS/01/01/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ( 16-01-2025),
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. PROF.DR.H.SYARIF, SAG., M.A. :  Rektor Ingitut Agama Idam
Negeri (TAIN) Pontianak
berdasarkan  Kutipan  Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 023321/B.11/3/ 2022 tanggal
22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Institut Agama
Isam Negeri (IAIN) Pontianak yang
berkedudukan di J. Letnan Jendral
Soeprapto No. 19, Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78122,

selanjutnya  disebut PIHAK
KESATU; dan
[I. HAFIDLOH, SE.I., M.M. : Ketua STElI Abdussalam dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
Abdussalam yang berkedudukan di PP.
Abdussalam JI. Parit Surabaya, Desa
Pasak, Kec. Sungai Ambawang, Kab.
Kubu Raya, Prov. Kaimantan Barat,
selanjutnyadisebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK.



PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai mana ditetapkan pada pasal-pasal
sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersamaini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potenst PARA PIHAK
agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Institut Agama lslam Negeri (IAIN) Pontianak dan Sekolah Tinggi Ekonomi I1slam
(STEI) Abdussalam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota K esepahaman Bersamaini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

c. Kegiatan lainnyayang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pel aksanaan kegiatan ini secarateknisdiatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota K esepahaman
Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Abdussalam.

(1) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaiini.

(2) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari PARA PIHAK wajib membuat laporan kegiatan
yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Datalinformasi/publikas yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini dapat dimanfaatkan
oleh PARA PIHAK untuk kepentingan non komersial;

2. Datadaninformas yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh
PARA PIHAK dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;

3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersamaini menjadi milik
bersama PARA PIHAK;

4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersamaini
wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementass Nota
Kesepahaman Bersamaini serta aturan teknis pel aksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal
ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan
langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang
ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-

masing PIHAK:
PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Alamat : JI. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp. : 089685362876
: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas Ahli Pertama)
Email : humas@iainptk.ac.id
PIHAK KEDUA:
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) ABDUSSALAM.
Alamat . PP. Abdussalam Jl. Parit Surabaya, Desa Pasak, Kec. Sungai Ambawang,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
No. Telp. ;081296026649
: Ma’mun, S.Pd., M.Pd (Humas Ahli Pertama)
Email . kontak@mail.stelabdussalam.ac.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondens tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondens tersebut belum diterima, maka segala
korespondens penyampaian informas tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik PARA PIHAK dalam
rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
dan Sekolah Tinggi Ekonomi Isam (STEI) Abdussalam. Oleh karenanya, segala perselisihan yang
mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabilaterjadi perselisihan yang


mailto:humas@iainptk.ac.id
mailto:kontak@mail.steiabdussalam.ac.id

tidak dapat disel esaikan secaramusyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force
majeure), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pel akasanaan
kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yangtermasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah,

a. Bencanadam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA
PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum
tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaiini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesegpahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) adi, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN) SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM
PONTIANAK, (STEI) ABDUSSALAM,

=
i

z‘ "!‘

<

t‘_‘ l\. |&
PROF.DR.H. SYARIF, SAG. M .A. HAFIDLOH,SE.|.. M.M.
Rektor Ketua

f'- Sssuar dengan kefenfuan perundang-undangan yang beraky, swal wv elah diandatangan sscara elskiromk
d lorserbifikasr Balay Serifikasi Efekbonik (BSrE) sehingga fidak dipedukan landa fangan manual dan stampel basah

"y Sesuer dengan kefentuan perundang-undangan yang beraky, sural wv Blah diandatangan sacara slakiromk
‘* lorsertifikast Balay Serfifikas: Elekbronik (BSrE) sehingga tidak dipedukan landa tangan manual dan stampel basah



A NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
® (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
v ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
DAN

SEKOLAH INDONESIA JEDDAH

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: B-2557/In.15/HM.01/10/2025

NOMOR:

Pada hari ini Senin, tanggal 20, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ( 20-10-2025), kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A. :  Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Pontianak
berdasarkan ~ Kutipan  Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 023321/B.11/3/ 2022 tanggal
22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang
berkedudukan di JI. Letnan Jendral
Soeprapto No. 19, Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78122,

selanjutnya  disebut PIHAK
KESATU; dan
II. MAHRANI M.PD :  Kepala Sekolah Indonesia Jeddah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Sekolah Indonesia Jeddah yang
berkedudukan di 5415 Az-Zilaq street,
Al Rehab District 7155, Jeddah,
Makkah, Arab Saudi, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK.



PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal
sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi PARA PIHAK
agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

d. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota
Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak maupun Sekolah Indonesia Jeddah.

(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari PARA PIHAK wajib membuat laporan kegiatan
yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan
oleh PARA PIHAK untuk kepentingan non komersial;

2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh
PARA PIHAK dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;

3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik
bersama PARA PIHAK;

4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini
wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota
Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal
ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan
langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang
ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-
masing PIHAK:

PIHAK KESATU:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Alamat : JI. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.

No. Telp. : 089685362876

: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas)

Email : humas@jiainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH INDONESIA JEDDAH

Alamat . 5415 Az-Zilaq street, Al Rehab District 7155, Jeddah, Makkah, Arab
Saudi.

No. Telp. : 1966564715936

Email . https://sijeddah.sch.id/

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala
korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik PARA PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak dan Sekolah Indonesia Jeddah. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin
terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabilaterjadi keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force magjeure),
maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang
dikerjasamakan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah;

a. Bencanadam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum
tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) adli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SEKOLAH INDONESIA JEDDAH,
PONTIANAK,

PROF. DR. H. SYARIF, SAG., M.A. MAHRANI, M.PD
Rektor Kepala Sekolah
@S Sesual dengan ketensan perundang-undangan yang beraky, swat i lah ditendslangany secava efekironik

) ” " ~ " - [/ s < 2 T £yl Y.
- lersedifikas: Bolal Setikasi Elektronik (BSrE) sehvagge tidak aperuxan tands tangan manval dan stempe! basah



KALBAR SATU([Y) NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF LUNDERSTANDING)

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

PT. KALBAR SATU NUSANTARA (KALBARSATLUID)
TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: B-2825/1n. 1 5/HM.O1/1 12028

NOMOR:

Pada bari ini Kamis, tanggal Dua Palub, bulan November, tahun Dus Ribu Dua Pulul Lima
(20-11-2025), kami yang bertanda tngen di bawnh ini:

I. PROF.DR. H. SYARIF, S.AG., MA. : Rektor Institut Agama  Islam
Negerd (LAIN) Fontianak
berdasaskan  Kutipan  Keputusan
Menteri Agama Republik Indoncsia
Namor: 023321/B.11/3/ 2022 angpal
22 Juli 2002, dalam hal ini bertindak
untuk dan ates nama Institut Agimin
Islam Negen (LAIN) Pontunak yang
berkedudukan di JI. Letnan  Jendrl
Soeprspto No, 19, Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Seiatan, Kota
Pontianak, Kalimmtan Barat 78122,

sclanjutnyn  disebut PIHAK
KESATU; dan
1L AMINULLAH : Direktur Utama  dolam  hal i

bertindak untuk dan atas nama PT,
Kalbar Satu Nusantars {(kalbarsonid)
yang berkedudukian di Perum 4, J1. Sei
Landak Bar, Bar, 15 Hulu, Kec,
Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Kalimuntan Barat 78391, sclanjunya
disehbur PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selamjutnyn secarn bersnma-sama dischut PARA PIHAK,
dun masing-masing disebut PTHAK.



PAMMAKsmmmmntdmmMmﬁthmmhmBmm

peluksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggl dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal
webagai berikul:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kescpahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potenst PARA PIHAK
agar sukses dalam mcloksanakan togas masing-masing dan tercapamys pelaksansan T Dharma
Perguruan Tingut di lastint Agama islam Negen (1AIN) Pontinnak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Runng lingkup Nota Kescpahaman Bersuma 1t adalab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tingg: vang
meliputi:

Pendiclikan, Penelitian dan Pengabdian kepoda Masyarukat:

Peningkatan Sumber Duya Manusia (SDM);

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

Kegiatan lainnys yang disepakati PARA PIHAK.

po oy

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Peluksansan kegimtan ini secara teknis diatur olkoh umit yang teclibat dengan Kegmtm Nota
Kesepohaman Bersama mi di masing-masing PIHAK, baik [nstitut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak msaupun PT. Kalbar Satu Nusantara (Kalbarsatu id).

2) Atwran tam laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kena Sama
tersendin yang tidak serpsahkan dan Nota Kesepabaman Bersamo ini,

(3) Pengelola Kegiatan yang meodapat tugas dari PARA PTHAK wajib membuat laporan kegiatan
vang dikepasamakan kepady pimpinan masing.moasing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

| Data/informasi/publikasi yang dibasilkan dari Nota Kesepabaman Bersama ini dapat dimanfustksn
olch PARA PIHAK untuk kepentingan non komensial;

2 Duta dan informasi yang dibasilkan dan Noto Kesepshaman Bersama ini dapst dimonfantkan oleh
PARA PIHAK dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK,

3. Hak keksyaan intelektoal yang dihasilican oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik
bersama PARA PIHAK:

4. Penggunsan setinp hnk kekayaan imclektual yang dihassfkan dari Nota Kesopahuman Bersama ini
wajib mencantumbkuan keterungan pemegung hak kekayasan intelektual,

Pusal 5
PEMBIAYAAN

Scgala sesuntu yang menyangkut mmsslah pembisyuon yung terkait dengan implementasi Not
Kesepahaman Bersana ini serta sturan teknis pelaksansannys dintur dalam Surat Peganjion Kera Sama
tersendin yang tidak terpisahkan dori Nota Kesepahamon Bersama ini.
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Notn Kesepahaman Bersamu inl berlaky untuk jangka waktu § (lima) mhun terhinng scjak
ditandatangum dan dapat diperpanjang otas persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebuot pada ayat (1) pasal
ini belum berakhir atas persetujusn FARA PFHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Pemberitahuan otou permintaan kpmunikasi akan diangesp atay dibuot bila 1elah discrohkan
langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepadn PIHAK yang dinsju dengan alamat seperts yang
ditetupkun di bawah ini atau kepoda PIHAK-PIHAK yung ditetapkan secars tertulis oleh masimg-
musing FIMAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Alamat t UL Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Meloyu Darat, Kec.

Pontinnak Sclatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122,
No, Telp. . O89685362876
. Bambang Eko P, S.Kom. | (Pranats Humias Ahh Pertuma)
Ernaul : humas@ainptk ac.id

PIHAK KEDUA:
PT. KALBAR SATU NUSANTARA (KALBARSATUID)
Alarmat ¢ Perum 4, )1, Sei Landak Bar, Tj. Hulu, Kee. Pontionak Timur, Kota
Pontianak, Kalimantan Berat 78391
No. Telp.  : O$5708743065

PARA PIHAK setiap wakta dapat mengubah alamar Xorespondensi sehagnimann dimaksud pada
ayat (1) wajib memberitabukan perubahan wlamat korespondens: paling lambat 7 (tujub) bari
kalender setelah terjadinyn pernbahan alamat korespondens: terschut.

Sclemn pemberitabuan perubahan slumat korespondensi wersebut belum diterima, maka segals
kovespondens penyampaian informasi tetap menggunakan alumat korespondenst sebagaimuna
dimaksud pada ayat (1),

Pasal §
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nots Kesepaharman Bersama ing dibuat berdasarkan nist dan maksud yang bk PARA PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggl di Institul Agama Isiam Negeri (LAIN)
Pontianak dan PT. Kalbar Saru Nusantara (kalbersatuid). Oleh karcnanya, scgala persslisihan yang
mungkin teciadi skan disclesaikan secars musyawarah dan mufiskat,

Apabila tergadi persclisthan yang tidak dapat disclesaikan sccars musyawarsh, maks skan
diselesaikan melalul jalur hukum yaog berlaku & wilayah Negarn Kesatuan Republik Indonesia,



Pasal 9
LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi Keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadoan memaksa (force
mafewre), moke dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempar pelakasanaun
kegiatan yang dikerjasamakan denpgan persetujuan PARA PIHAK.
{2} Yang teemissuk keadimin memaksa (force majenre) adadih;
% Bencana alam;
b. Tindakan pemerintzh di bidang fiskal dan moneter,
¢ Keadusn keamanan yang tidak mengrznkan,
(3} Perubahan ntas Nota Kesepohsmon Bersamo ini hunys dapat dilskukan atas persetujuan PARA
PIHAK
(4) Halhal yang belum deatwr dalam Nots Kesepahaman Bersama tnd akien dimcat dabam oddendus
tersendin dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan don Nots Kesepahaman Bersamas im

Pasal 10
FPENUTUP

Nota Kesepahaman Bersamae mi dibuat rangkap 2 (dua) ashi, bermetenai cokup, dan ditandatangan oleh
PARA PIHAK, serts Keduanyn memihiki kekuaton hukom yang sema untuk masing-masing PIHAK.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN)

PIHAK KESATU, FIHAK KEDUA,

PONTIANAK,




gi]ﬂ[‘ﬂ P(\mr(ld NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
RS MEVRTVERLP BERLRAN) =

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: B-2827/In.15/HM .01/11/2025

NOMOR:

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF.DR.H.SYARIF, SAG., M .A. . Rektor Institut Agama Idam
Negeri (IAIN) Pontianak
berdasarkan  Kutipan  Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 023321/B.11/3/ 2022 tanggal
22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Institut Agama
Isam Negeri (IAIN) Pontianak yang
berkedudukan di J. Letnan Jendral
Soeprapto  No. 19, Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78122,

selanjutnya  disebut PIHAK
KESATU; dan
1. HARRY ARDYANTO . Pimpinan Redaks dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT.
Suara Khatulistiva Kalbar yang
berkedudukan di J. Sidas No. 19
Pontianak, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Provins
Kalimantan Barat 78234, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK .



PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai mana ditetapkan pada pasal -pasal
sebagail berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersamaini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potens PARA PIHAK
agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Institut Agama lslam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota K esepahaman Bersamaini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi:

a. Pendidikan, Pendlitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

c. Implementas Merdeka Belgar Kampus Merdeka (MBKM);

d. Kegiatanlainnyayang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota
Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak maupun PT. Suara Khatulistiwa Kalbar.

(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.

(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari PARA PIHAK wajib membuat laporan kegiatan
yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Datalinformasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan
olen PARA PIHAK untuk kepentingan non komersial;

2. Datadan informas yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersamaini dapat dimanfaatkan oleh
PARA PIHAK dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;

3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota K esepahaman Bersama ini menjadi milik
bersama PARA PIHAK;

4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersama ini
wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN
Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementass Nota
K esepahaman Bersamaini serta aturan teknis pel aksanaannyadiatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung segak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal
ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
K ORESPONDENSI

Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan
langsung, melaui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang
ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-
masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Alamat : J. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.

No. Telp. : 089685362876

: Bambang Eko P., S.Kom.l (Pranata Humas Ahli Pertama)

Email . humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR

Alamat . J. Sidas No. 19 Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat 78234

No. Telp. ;081256426582

Emall e

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondens tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondens tersebut belum diterima, maka segala
korespondens penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik PARA PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak dan PT. Suara Khatulistiwa Kalbar. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin
terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila terjadi perselishan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force
majeure), maka dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pel akasanaan
kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah;

a. Bencanaaam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA
PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota K esepahaman Bersamaini akan dimuat dalam addendum
tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) adli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR,
PONTIANAK, . |

PROF.DR. H. SYARIF, SAG., M.A. ' HARRY ARDYANTO
Rektor Pimpinan Redaks
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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

WARTA PONTIANAK

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: B-2826/1n.15/HM.01/11/2025

NOMOR: 002/K SX-WP/X1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF.DR.H.SYARIF, SAG., M A. . Rektor Ingtitut Agama Idam
Negeri (TAIN) Pontianak
berdasarkan  Kutipan  Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 023321/B.11/3/ 2022 tanggal
22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Institut Agama
Issam Negeri (IAIN) Pontianak yang
berkedudukan di J. Letnan Jendra
Soeprapto No. 19, Benua Meayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kaimantan Barat 78122,

selanjutnya  disebut PIHAK
KESATU; dan
[1. Y.DODY LUBER ANTON . Chief Executive Officer dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Warta
Pontianak yang berkedudukan di Jl.
Wan Sagaf No 37 Pontianak Kota,
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan
Barat, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai mana ditetapkan pada pasal-pasal
sebagai berikut:



Pasal 1
TUJUAN

Nota K esepahaman Bersamaini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi PARA PIHAK
agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Institut Agama lslam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota K esepahaman Bersamaini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

c. Implementasi Merdeka Belgjar Kampus Merdeka (MBKM));

d. Kegiatanlainnyayang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota
Kesgpahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak maupun Warta Pontianak.

(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaini.

(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari PARA PIHAK wajib membuat laporan kegiatan
yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Datalinformasi/publikas yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersamaini dapat dimanfaatkan
oleh PARA PIHAK untuk kepentingan non komersial;

2. Datadan informas yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersamaini dapat dimanfaatkan oleh
PARA PIHAK dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;

3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota K esepahaman Bersamaini menjadi milik
bersama PARA PIHAK;

4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota K esepahaman Bersamaiini
wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota
K esepahaman Bersamaini sertaaturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota K esepahaman Bersamaini.
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung segjak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Nota K esepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal
ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan
langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang
ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-
masing PIHAK:

PIHAK KESATU:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Alamat : J. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, BenuaMelayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.

No. Telp. : 089685362876

: Bambang Eko P., S.Kom.| (Pranata Humas Ahli Pertama)

Email : humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:

WARTA PONTIANAK

Alamat - J. Wan Sagaf No 37 Pontianak Kota, Kota Pontianak Provins
Kaimantan Barat

No. Telp. ;085251720800

Email . wartapontianak@gmail.com

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondens paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondens tersebut belum diterima, maka segala
korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik PARA PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak dan Warta Pontianak. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila terjadi perselishan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force
majeure), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pel akasanaan
kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah;

a. Bencanaaam,
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota K esepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA

PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota K esepahaman Bersamaini akan dimuat dalam addendum
tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota K esepahaman Bersamaini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota K esepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WARTA PONTIANAK,
PONTIANAK,

PROF.DR. H.SYARIF, SAG., M .A. Y.DODY LUBER ANTON
Rektor Chief Executive Officer
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